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PUTUSAN
Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1607_, tempat tanggal lahir, _, 2 Februari 1990 (umur 30 tahun),
agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Dusun | RT.003 RW.001,
Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK _ tempat tanggal lahir _, 28 April 1973 (umur 47 tahun), agama
Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Dusun | RT.003 RW.001, Desa _, Kecamatan
_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan
Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Pkb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kecamatan _, pada tanggal 18 Januari 2009, yang tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor _tanggal 26 November
2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa _, sampai kemudian
berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama _, perempuan umur 11 (sebelas) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, akan tetapi sejak
bulan Februari 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dari dan bathin selama lebih kurang
2 (dua) tahun;
4.2. Tergugat cemburu tidak jelas;
4.3.Tergugat sering berkata — kata kasar dan menyakiti hati;
4.4 Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak mempunyai ke cocokan
di dalam segala hal;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir sejak bulan Februari tahun 2009, pada saat itu

Penggugat hamil tetapi Tergugat tidak mau mengakui kalau Penggugat hamil

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.780/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan terjadilah cekcok antara Penggugat dengan Tergugat
tetapi Penggugat masih bertahan untuk hidup bersama Tergugat, terakhir
cekcok bulan April 2018 terjadi karena permasalah yang sama dan akhir
terjadilah cekcok kembali antara Penggugat dengan Tergugat, hingga Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa _ sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah milik
orang tua Tergugat di Desa _;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian
ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

7. Penggugat siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang
berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili
serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama _ Kabupaten

Banyuasin Nomor _tertanggal 26 November 2020 , yang bermaterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa _, Kecamatan _,
Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak
Kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orangtua Penggugat di Desa _;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)
orang anak, bernama Kania;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sejak tahun 2010 Penggugat Tergugat mulai tidak harmonis

karena adanya pertengkaran;
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- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan
Tergugat suka cemburu tidak jelas, menuduh Penggugat selingkuh
dengan saksi dan tidak mengakui anaknya yang dilahirkan oleh
Penggugat;

- Bahwa atas sebab tersebut Penggugat dan Tergugat pisa rumah sejak
tahun 2018, hingga saat ini sudah 2 tahun lebih;;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat saat ini
tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Penggugat masih tinggal
bersama orangtuanya;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah ada komunikasi
dengan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di RT.007 RW.001, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten
Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Ipar
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama 2
tahun lebih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan
Tergugat suka cemburu tidak jelas, menuduh Penggugat selingkuh
dengan saksi dan tidak mengankui anaknya yang dilahirkan oleh

Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah 2 tahun Tergugat tidak pernah datang
menjemputa atau mengirimi nafkah pada Penggugat

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas pernyataan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi — saksi,
kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini
adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang — orang
yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang — undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang — undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang — Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili
perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Penggugat berdomisili di
Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang —
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang — Undang

Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan
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Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan
Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan
sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau
kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat
namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang — undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang — undang Nomor 3 Tahun 2006
jo. Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan
ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat
dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi
tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi |
dan Saksi Il Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada
pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih
yang disebabkan adanya pertengkaran karena Tergugat sering cemburu tidak
jelas, menuduh Penggugat selingkuh dan tidak mengakui anak yang antara
Penggugat dan Tergugat. Hingga akhirnya pada tahun 2018 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi | dan Saksi Il Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta
kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada
tanggal 18 Januari 2009 di KUA _ Kabupaten Banyuasin yang telah dikaruniai 2
orang anak dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
selama 2 tahun lebih yang disebabkan Tergugat sering cemburu tidak jelas,
menuduh Penggugat selingkuh dan tidak mengajui anak antara Penggugat dan

Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidka berhasil;
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Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2
(dua) tahun dan selama berpisah tidak ada upaya dari Tergugat untuk menjemput
Penggugat agar kembali dengannya atau mengirimi Penggugat nafkah. Penggugat
dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat memilih
bercerai dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga
yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan
sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang — undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

selaras dengan Q.S Ar — Ruum ayat 21 :

O s 85 Sadars ) 158 15 Sedil be (IGIE O will Gss
O35 s’s‘d*—'w G
Artinya : “ Dan diantara tanda — tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri — istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar —
benar terdapat tanda — tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang selalu menuduh
Penggugat selingkuh dan cemburu berlebihan hal tersebut menyulitkan
Penggugat dan ketika Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa
ada komunikasi, hal tersebut bahkan semakin meyulitkan Penggugat. Fakta hukum
tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih

Sunah Juz Il halaman 290;
codl Lol csolsl gl uolal o wllas ol azg 3l ol
Lol L,
Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan

agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah

berbuat memadhorotkan dirinya”;
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi
Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihi_ oleh karena itu
perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada
komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing — masing pihak tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah
menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan
perceraian’.,

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2020 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Lia Rachmatilah, S.Sy.,
sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I.
serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Igbal, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
d.t.o d.t.o
Nita Risnawati, S.Sy Lia Rachmatilah, S.Sy.
d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.l.
Panitera Pengganti,

d.t.o
M.Igbal, S.H.
Perincian Biaya:
Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Pemanggilan © Rp 400.000,-
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PNBP panggilan | Penggugat & Tergugat : Rp 20.000,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
Biaya Materai © Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)
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